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PERATURAN
BUPATI STTUBONDO
NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN
MASYARAKAT (JAMKESMAS), JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)

Meaimbang

Meagingat

DAN BANTUAN DPERASIONAL KESEHATAN (BOK)

DI PUSKESMAS DAN JARINGANNY A
H KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDG,

dalam upaya mempercepat pencapaian Millemium Developmend (Goal's
{MDG’s) ditetspkan Jaminan Kesehatan Masyarakeat dan Jaminan Persalinan
Ferta Barhuan (perasional Kesehatan di Puskesnons dan Jaringanmya;

batrwa agar peiaksanaon Jaminan Keschatan Masyarakat (Jamkesmas),
Jomtingn Persalinan (Jampersal) dan Bartuam Operasional Kesehatan (BOK)
<i Puskeamas dan Jaringsnnya dapat berjalan dengan efelaif dan efisien, pertu
didukung dengan dana deri Kementerian Kesehatzm melalui Dinas Kesehatan
Kabupaten Sittbondo;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalan npof 1 dan
huruf b konsideran ini, perlu menctapkan Peraturan Bupebi tentang Pedoman
Opevasional Pooycicnggaraan Jamiman Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas),
Jaminan Persalinan (Jampersalj dan Baotuan Operasional Keschatan (BOK)
di Puskesmazs den Jaringarmya di Kabapaten Situbondor,

Undang-Undang Nomot 17 Tabun 2003 tentang Kevangan Negars (Lembaran
Negara Republik Indonesin Tahun 2003 Nomor 47, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonedia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor | Talam 2004 tentang Perbendsharasn Negars
(Lembrran Negara Republik Indoncsia Tabun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indooesia Nomor 4355);

Undang-Undsng Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Permdang-undangan (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahen 2004
Nomer 53, Tambahan Lembarsm Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undmng-Undang Nomor 15 Tahua 2004 tenteng Pemeriksaan Pengelotam dan
Tanggungjewal: Keumngan Nepara {Lembarm Negara Republik Indonesia
Talem 2004 Momor 66, Tambehan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4400);
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Undang-Undang Nomor 29 Talun 2004 tentang Praktik Kedokteran
{Lembaran NMegara Republik Indonesia Tabug 2004 Nomor 116, Tambahan
Lemberan Negara Repubdik Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(.embaran Negara Republik Indonesia Talwm 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagabmana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-amdang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintehan Daerah {Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia
2008 Monwr 59, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4844,

Undang-Uadang MNomoer 33 Talwn 2004 tentang Perimbangan Eevangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Diaerah {Lembaran Negema Republik
Indonesie Tahur 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negare Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undmg-Undang Nomor 40 Talwm 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional {Lembaran Negare Republik Indocnsia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Letnbaran Megam
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lemberan Megara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negamn Repablik Indenesia Nomor 5072);

Undang-Undang NMomor 10 Tabun 2010 tentang Angparan Pendapatan dan
Belenja Wepara Talnm 2011 (Lemberan Megara Republik Indonesia Tabmn
2019 Nomor 126, Tambabhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5167);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahum 1996 temtang Tensga Kesehatan
{Lembaran Negara Republik Indomesia Tabun 1996 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Nepara Republik Indonesia 3637);

Perstwran  Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urnsan
Pemerittah Antera Pemerintad), Pemerintah Dacrah Provinsi, dan Pemerintah
Daersh Kabupaten/Kota {Lembaran Negars Repoblik Indonesia Talnm 2007
Nomeor 82, Tambshan Lemberan Negara Republik Idonesia Nomor 4737);
Peruturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Bazmh (Lemburan Megara Republik Indonesia Tahen 2007 Nosnmor B2,
Tambahaty Lombaran Negara Republik Indonesia Nomor 473 7);

Peraturan  Presddem Momor 34 Tamm 2010 tenlmp Pembentukan dan
Organisasi Keroenterian Negara;

Peraturan Menteri Keschatan No. 571/Menkes/Per/VI/199%  tentang
Penyvelenggmmasn Program Jamimen Pemelibaraan  Keschatan  No.
568Menkes/Per/VI/1995  tentang Penyclenggaraen  Program  Jaminan
Pemeliharaan Keachatan Masyarakat;

Peraturan Menteri Keusagan Nemor 134/PMEL062005 tentani Pedoman
Pembayarzn Dalwn Peleksanasn Angparan Penlapaian den Belanja Negars;
Persturen Menteri Keuangan MNemor 171/PME_05/2007 fentang Sistem
Auntansi dan Pelaporan Kenangan Pemerintah Pusat;

Peraturen Menteri Kesehatan Momor 1144/Menkes/Per/ VII2010 teniang
Orgamisani dan Ta1a Kerja Kementerian Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesshatan Nomeyr: 210/Menkes/Per/201 1 temang Petonjuk
Teknis Bannwn COperasional Kesehatan;



Menetapkan

2], Pernturan Menteri Keschatan Nomor 631/ Menkes/Per/TII2011  tentang
Petunjuk Teknis Jaminan Persalinam:

2%, Keputusan Menteri Keschatan MNomor  128/Menkes/SK/AI2004  tentang
Kebijakan Dasar Pusat Keschatsm Masyarakai;

23. Keputusan Menteri Keschatan Nomaor 686/Menkes/SK/2010 tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Jaminan Keschatan Masyarakat;

24_ Pesaturan Daersh Kabupaten Sitbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok FPengelolaan Keuvangan Daerah EKabupaten Silubondo
{Lembaran Dagrah Kabupaten Sitebondo Tabun 2008 Nomor 13;

25. Peraturan Daersh Kabupaten Sitwbondo MNomor 3 Tahun 2008 tentang
Susman Organisasi dan Tata Ketja Dinas Oucrah Kebupaten Situbondo
(Lembaran Daetah Kabupaien Sitvbondo Tahun 2008 Nomor 3);

26. Peratyran Bupeti Situbonde Nomor 38 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
(JAMKESMAS), JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DAN
RANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DI PUSKESMAS DAN
JARINGANNYA DI KABUPATEN SITUBONDO

BART
KYXTENTUAN UMUM
FPasal 1

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adaleh Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuesaan pemerintahan pegam  Republik
Indonesia scbagaimana dimaksud dalem Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Taban 1945,

2. Pemerinteh Dacrah adeleh Pemerintah Kabupaten Situbondo.

3. Bupsati adalah Bupati Situbondo.

4. Dines Keschatan adelah Dines K eschatan Kebupaten Sitwbonsgo,

5. Kepala Dinas Keschaitan adalah Kepala Dings Keschetan Kabupaten
Situbonda.

w& Pusat Kesehatan Masyarakat selanjuinya disingkat Puskesmns selamjuateys
dismphest Puskesmas, adalah Tnit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas
Keschatan yang berfanggung jawab menyelenggaraksn scbagian tugas
pembangunan kesehaten i wilayah kesjanya, meliputi Puskesmas tenpa
perewaten, Puskesmas dengan perawstan, Puskesmay Pembantu, Puskesmas
keliling, pondok berselin desa dan pondok kesehatan desa

7. Puskesmas den Jaringannya adalah Puskesinas se-Kabupaten Sitmbondo
termasvk Puskeamas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Keschatan
Desa, Pondok Bersalin Diesa

8. Puskeamas Rawatl [nap adalah Puskesmas vang memiliki tempat tidur yang
diganakan untuk melakukan rawat inap tingkat periuna.

9. Puskesmas Plug adalah Puskesmas yang menyelenggammkan pelayanan medis
spesialistik baik dalem bentuk pelayanan rawat jalan dan rawsat inap,

10. Puskesmas PONED adalah Puskesmss vang mempemyai kemampuan dalam
memberikan pelayanan sbstetric (kebidaman) dan meorstus emergensi dasar.,
11. Pelayannan Keschatan adalah pelayanan kegehatan di Puskemas yang meliputi

peya promolif, preventif, kuratif dam rehabilitanf.
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Pelayanan Rawat Jalan adalah pefayanan kepada pagien untuk observas,
diagposis, peogobatan, rebabilitasi medik dan pelayanan lainnya tanpa tinggal
dimwat inap.
Pelayarun Rawat Jalan Tingkst Pertarna (RITP) adalah pelayanan di
poliklinik kepada pasien untuk observasi, prevenlif, diagnosis, pengobatan,
tindakan medik, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa
tinggal diruang rawot inap yang diberikan oleh dokter, dokter gigi dan tenapa
keschatan lain
Pelayanan Rawat lnap Tingkst Pertama (RiTP) sdalah adalah pelayansn
kepade pasien untuk observasi, perawaten, diagnosts, pengobatan, rehabilitasi
medik dan atau keschatan lainnya dengen mencempati tempat tidur dengen
beberapa klssifikasi seperti ruang kelas I, 11, L, Utama dan VIP,
%mmmmmmm
stferi secepatnya untuk mencegah/menangpulangi  resiko
kematian/cacet dan bersifat penyelametan/iife saving.
Pelayanan Medik Spesialisttk adalah kegistan untk menentukan penyakit
{diagnosa} dan tindaken penyembuhan serta membuat catstan medik
pencntuan  diagnosa tersebut  cilaksenakan dengan cara  wawancara
{anamnesa) pemeriksam fisik dan atau pemeriksaan penunjang diagnostik
yang dilakukan oleh dokter spesialis.
Tindakan Medik adalah pelayanan wekinis operail dengan ketepori ringen dea
sedeng sesuai dengen Standar Operating Procedure (SOF) pelayanm
keschatan.
Pelayanan Penanjang Medik adalah peleyanan unruk pemmjang penegakan
Pertolongan persalinen normal adalah pelayanan kesehatan dilakukan oleh
tenaga keschatan yang berkompeten untuk menolong wanita hamil yang akan
Pertolongan persalinan PONED adalsh pelayanan kesehatan yang dilakukan
oleb tim yang memiliki kompetensi pelayanan obstetri neomatal emergensi
dasar (PONED} kepada wanite hamil yang akan melshirkan dengan penyulfit
terterto di Puskesmas,
Jasa Pelayanan adalah imbalan yang ditevima oleh pelaksana pelayanan
keschatan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangks observasi,
diagnosis, pengobaian, komsultasi, wvisite, rehabiliesd medik danfatan
pelayanan keschatan lainmya,
Jasa Sarana edalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas dan Jaringramya
atas pemakaian sarana, peralatan, fasilitas Puskesmas dan Jaringsaoya, biaya
halmdmalmkcﬂhﬂmpnkmhah:sdaﬂr(ﬂﬂh}mgdlgmumlmmg

Akomodasi edalah penggunaan fasiliteas rawar inep termasuk makan di
Puskesmas.

Retribusi Daerah, yang selanjwinya disebat Rewibusi, adalah punguten Dacrah
sebagal pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentn vang khugus
disedisksn dev/atan diberikan oleh Pemerintah dasrah untuk kepentingan
orang pribadi atens Badan,

Retribusi Pelayanmn Keschatan adalsh pembayeran atas pelayanan keschatan
di Puskesmas den janngannym.

Penerimaan Deerah adalah vang yang masuk ke Kas Umum Dacrah.

Upaya keschatan peroramgan adalsh pelayansn kesehnatan yang diberikan pada
ormng yang bersifat korarif dan rehabilitative.
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Upaya keschatan mesysraket adalah pelayanan kesehatan yang diberikan
kepada individu, kelvargs, kelompok dan masysraket yang bersifat
peningkatan {promotify dan pencegahan (preventif).

Jaminan Kesehaian Masyarskat yang sclanjutnya disebut Jamkesmas adalah
Program jaminan Pelayanan Keschalen yang diberikan kepada masyarakat
migkin dengan sasaran yang tclab ditentuken yang didanai dari
Pendapatan dan Belanjs Negara (APBN) Kementarion Keschotem yang
drietapkan dengan Kegranisan Bupati.

Jaminan Persalinan yamg sclenjulmyn disciant Jampersal adalah  jaminem
pembiayaan pelaysnan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan,
pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB paska
persalinan dan pelayanan bayi barv lahir.

Bantuan Operasional Keschatan yang selanjutmya disetn BOK  adalsh
membantu Pemerintah Kabupaten/kota melaksanakan pelayanan kesehatan
scsuai Stander Pelaymnan Minitmal (SPM) Bidang Kesehatan menuju
Milleniwm Developmenr Goals (MDGs) dengan meninpkatan  kinerja
Puskesms den jaringannva serta Poskesdes dan Posyandu dalam
menyelenggarakan pelayanan keschatan promotif dan preventif.

BAEB 1
KETENTUAN KEPESERTAAN
FPasal 2

Peserta Jaminen Keschetan Masyarskat (Jmmkesmas) adalah masyarakat
mizkin yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati, termaesuk Peserta Keluarga
Harapan (PKH) sesuai dengan ketenfuan Pedoman Pelaksanasn Jamkezmas
yang berlaku,

Peserta Jamman Persalinan (Jampersal) adalah seluruh sasaran yang beham
memiliki Jaminan Persalenan.

BARB ITI
PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT

(JAMXESMAS)
Pasal 3

Pelaynnan Keschatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RFTF) yang dilakukan
baik di dalam maupun di heer gedung, meliputi:

Konsultasi medis, pemerikzaan fisik, dan penyuluhan kesehatan;
Laboralotium sedethana (darah, urine, dan facces niting,;
Tindakan medis kecil;

Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut dan tambal;
Pemeriksaan ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusud, bayi dan Balita;
Pelayanan KB dan penanganan efek sampingnya;

g. Pemberian obat scsuat dengan formularivm Jamkesnas,

Pelayanan Keschatan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) yang dilakulom di
Puskesmas rawat insp/Puskesmas Plus, melipati:

£, Akomodesi rawat inap;

b. Konsultasi medis, pereriksaan fisik, dan penynluban kesehatan;

¢. Pemberian asuban keperawatan;

d. Tindakan mesds kecil;

mo pb TR
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¢. Pemberian obat sesosi denpan formularium Jamkesmas.

Pelayanan Persalinan dilekukan di Puskesmas PONED dengan penyulit atag

ristko tinggi.

Pelayanan Spesialistik di Puskesmas Plus, meliputi:

a. Pelayanan rawat jalam olch dokber spesialis;

b. Tindakan medis sedang dan besar;

¢. Lahoratorium klinik canggih;,

d. Radiolegi canggih;

e. Pemeriksaan penunjang lain yeng canggih.

Pelayanan gawat darurat dilakukan di UGD Puskesmas, meliput :

a  Tindakan medis;

b. Pelayanan i (zatu) hari fone day care)

Pelayanan Pengobaian luar pedung dempan Puckesmas Keliling/Motor

Keliling.

Pelavanan rujukan gawat derurat dan non gawai derurat dari Jaringan

Puskesmaz ke Puskesmas, dari Puskesmas ke Paskesmas Rawat Inap/Plus,

dan dari Puskesmas ke Rumah Sakit melipats :

g Kasus Gawat Dararat;

b, Kasus Non Gawat darurat.

Pelayanan yang dibaieyi dan benlasarkar resep dokter, meliputi:

B. Kacg meta diberikan pada kasus gangguan refraksi dempan koreksi
mindmal +1/-1 ataw lebih samp dengan & 0,50 sylindris dengam nilai
maksimal Rp 150.000,00 {zeraitus lima puluh ribu ropiah);

b. Alat benty dengzr diberikan penggantian dengan ketentuan pemilihan alat
bentu dengar terscbast berdasarkan harga yang paling murab dam sesual
dengan kebutuban medis pasien dan ketersedinan alat di daerah;

¢. Alat bantu gerak diberikan dengan ketentuan pemilihan alat  terseba
berdasarkan harga yang paling murah dan sesuai dengan kebutuban medis
pasien dan ketersediaan alzt di daerah.

Pelayanan yapg tdak dijamin, meliputi:

a. Pelayanan yang tidek sesua? dengan prosedir zerta ketemtusn yang

berlaku

Bahan, alat dan tindakan yang bertujoan untuk koanetika,

Cleneral check up.

Prothesis gigi tiraan.

Penpobaten ahiemnalif seperti akuputur, pengabatan wedisioeal, dam

pengobatan lain yang belum terbukd secara ilmiah.

f Rangkaian penwrikseen, pengobatan dan tindakan dalam upaya

Pelayan:m kesetmtan pada masa tanggap daruut bencana alam.

Pelaysnan kesehatan yang diberikan pada kegixtan bhakti sosial.

BAB IV

PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)

paew

=

Baptan Kesatn
Pelayanan Jaminam Persalivan Tinglkat Fertaima

Pasal 4

(1) Pelavanan jaminan persalinan (Jampersal) di tngkat pertama diberikan di

Puskesmas dan Puskesmas PONED serta jaringannya termasuk Polindes dan
Ponkesdes, fasilitas kesehatan swasta yang memiliki Perjanjian Kerja Szma
(PKS) dengan Tim Pengelola Kshupaten,



(2) Jenis pelayanan jeminan persalinan tingkat perfama sebagaimana dimalesud
pada ayat {1) , melpuii:

Pertolongan persalinan normal dan persalinan deagan penyulit (PONED);

Pelayanan nifas, termasguk KB pasca persalinan;

Pelayanan bayi baru Iahir;

lahir.
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Bagiae Kedos
Pelayasnan Jamimam Persalinsn Tingkat Lanjutan
Pasal 5

(1} Pelayanan persalinan tingkat lanjutan diberikan oleh temaga kesehatan
spesialistik di Rumah Sakit demgen ketentuan kasus tersebat tidek dapet
ditangani oleh fasilitas pelayanan keschatan tingkat pertama dan dilaksarakan
berdasarien njukan, kecuali pada kondizi gawat darurat

2) Pﬁlzyaqmpemalinantinglm lamjuten sebagaimena dimeksud pada ayvat {1},
menputic
a. Pemeriksaan kchamilan dengen risiko tinge den pemyuhit.

b. Pertolongan persalinan dengan risike tinggi dan penynlit yang tidak mampu
dilakukan di pelayanan tingkat pertama.

¢ Penanganan komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir di ramah sakit dan
fasilitas pelayanan kesshaten yang setara.

Bagian Ketiga
Paket Manfeat Jaminan Perwalinan

Passl 6

(1) Peserta jaminan persalinan mendapatkan manfast pelayenan meliputi;

a Pemeriksaan kchamilan/dnfe Natal Care {ANC), Selama hamil sekurang-
kursngnyn sehanyak 4 (mnpat) kali selama kehamilan yaimy 1 (saru) kali
pada tiwulan pertama, 1 {sam)} kali pada triwulan kedua dan 2 (dua) kali
pada triwulan ketiga:

b. Persalinan normal;

¢, Pelayanan nifas normal, termasuk KB pasca persalinGgn  melipati

pemenksaan nifas;

Pelayanan bayi baru lahir normal,
Pelayanan pasca kepuguran;

Persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar;
Pelayanan bayi barmu lahir denpgan tindakan emergensi dazar;
Pemeriksaan nujukan kchamilan pada kehamilen risiko tmggi;
Pemeriksaan rujukan kehamilan risiko tinggi;
Penanganan rurukan pasca kegoguran,

. Penanganan kehamilan ektopdk terganggyu (KET);

m. Persalinan dengan tindekan emergensi komprehensif;

rer = o m e o



n. Pelayanan nifas dengan tindakan emergensi komprebensif;
¢, Pelayanan bayi bara lahir dengan tindakan emergensi komprehensif;
p. Pelayanan KB pasca persalinen.

{2) Tatalaksana post natad care (PNC) dilakukan sesmai dengan buku Pedomsn
KIA., Ketentuan pelayenen pasce persplinan meliputi pemeriksaan nifas
minimal 3 (tiga) kali.

{3} Pelaysnan pasca nifas diupayskan untuk memjadi skseptor KB komrasepsi
jangka panjang

(4) Alat kontrasepsi sebagaimana dimaksnd pada Pasal (3) disediakan oleh
BKKBN.

BABYV
BANTUAN OPERASEONAL KESEHATAN (BOK)

Bagian Kesaiu
Kegiatan BOK
Pasal 7

(1) Kegiatn upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif di Puskesimas
dan jaringannya yang dapat didanal dari BOK, meliputi:
a. Keschatan ibu dam Anak (K1A) fermasuk Kelvarga Beremcmma (KB),
dengan kegiatan :

1} Pendaisan susaran (ibu hamil, ibo bersalin, ibu nifas, bayi, balita, kasus
tisiko tinggi, rumah tangga, siswa sekolsh, pasangan usia subur, wanita
usia subur, tempai-tempat ymum, dan lain-lain).

2} Surveilans (gizi, KIA, imunisasi, penyakit memular, penyakit tidak
menular, vektor, dan lain-lain).

3) Pelayanan di Posyandu (penimbangan, peayuluhan, pelayanan KIA dan

KB, immmisasi, pelayanan gi»i serta program penunjang keschatan
lninnya),

4y Kunjungan ramah/apangan (Kasuz drop out, kasus rislko tihgpi,
pemasangan stiker P4K, di)

5) Kegialan Sweeping sasaran KIA, pepjaringan pelacakan dan penemuan

6} Pelayansn keschotzn anak sekolsh serta anek pra- sekolah.
7y Peleyanan rujuken dan Poskesmas Pembante/Ponkesdes ke Puskesmas
dan/atan dart Puskesmas ke Rumah Sakit terdekat urtuk kesas KIA
risike tinggi den komplikasi kebidenan bagi peserta Jampersal,
b. I[munisasi dengan kepistan :
1) Pelaysnan imumisasi di Posyandio
2) Pengambilan vaksin.
¢. Perbaikan Gizi Masyarakat, dengan Regiatan:
1) Surveilans gix dan KIA_
2) Pemberian PMT pesyuluban dan PMT pemufihan uniuk Balita 6-59
ralan dengen giz kurang.
d. Promosi Kesehatan, dengsn kegiatan :
1) Penviththan,
2) Konzeling luer gedimg.
3) Pemybinsan Ponkesdes dan Posyandu serta Desa Siaga



e. Keschatan Linghkungan, denpan kegiatan
1} Pemantausn (ganitasi air bersih rumah, tesspat-termpat vmum dan
pengelolean sampah serta pemicuen),
?) Pengambilan spesimen/sampel.
3) Pemeriksaan sampe] tertasuk bantoan tranportnya
4) Kanjungan lepangan/lokeasi sasaran sanitasi linglungan
I Pengendalian penyakit, dengan kegiatan !
1} Survailans penyekit menutar dan tidak menular setia vector.
2) Pengendalizn dan pemberantasan vector {fogming spraying abatisasi,
gzﬂﬁmnkﬂk}mﬂaﬁnhmmmsﬂmpm&MWWW:mmw
3) Kunjungsn rumsh / lapangan untuk kesos drap owr / mampkir, kasus
visiko tinggi, petawatim kesshatan masyaralo, pendampingan minum
obat,
(2) Penunjamp pelayanan kegehatan, yang melipuh:
a. Bahan kontak.
b. Penyegamn atau orientasi kader keschatan.

c. Rapat koordinasi dengan lintas sector/tokoh masyarakatfiokol sgama/kades
kesehaten).
d. Opemsional Posysndu, Ponkesdes serta Desa Siaga.
(3) Penyelenggarasn manajemen Puskesmas yang neliputi:
& Perepcanasn Tingkat Puskesmas,
b. Lokakerya Mini Poskesmas.
¢. Evaluasi.

(4) Pemeliharaan ringan yang besaran dananya meksimal 5% (lima persen) dari
dana BOK yang ditarima Puskesmas

Bagian Kedun
Pedsmasn BOK
Pasal §

Kegiatan BOK didanad oleh Pemerintak Pusat melalni Kementerian Keschatan yang
merupakan bantuan kepada Pemerimah Dacrah dalam rangka Tugas Pembantuan

BAB V1

KETENTUAN BESARAN TARIF PELAYANAN JAMKESMAS,
JAMPERSAL DAN BOK

Pasal 9
(1) Besaran tanif pelayaman Jamkesmas di Peskesmas dan Jaringannya disesusilan

denpan perahran perundang-amdangan yang berlaku mengenat tanif peloyanan

(2) Besaran tarif pelayanan Jampersal :
No Jenis Frekuensi Taril Jumiah Keterangan
Pelayanan {Rp) Rp}
1 z 3 4 5 6
1. | Pemeriksaan 4 kmki 10.000,00 | 30.000,00 | Stander 4x
kchamilan
2. | Persalinan Lkeli 1 350.000.00 ! 350.000.00
normal
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3. | Pelayansn 3 kali 10,000,00 |  30.000,00 | Standar 3x

pelayanan

4. | Pelayansn I kali 160.000,00 | 100.000.00 | Pada saxt

pciaym temyaia ada

lahir dengan | dirujuk Rumah
komplikasi sakit,,
5. | Pelayanan 1kali | 530L000,00 | SO0.000,00

keguguran,
persalinan per

(3) Besaran tarit/satuan biaya program BOK di Puskesmas sesuai dengan peraturan
tentang swiuan biayva program BOX dan atau satuan biaya lainnya yang berlako
di Pemerintah Daerah,

BAB VIl
PERSYARATAN DAN MEKANISME KI.ATM

Bagian Kesatn
Persyarstan Kialm Jamkessuas di Pankeamsas dan Jaringaneya

Pasal ¥

{1} Pengajuan klaim pelayanan rawal jalan tingkset pertama (RJTP) den pelayanan
TG di Puskesmas dengan melampirkean:
a. Teratnt dimegister rawat jalan (delam dan luer gedung) den atan pelayanan
di UGD,;
b. Rekapitulasi pelayanan rawat jalan (dalam dan luar gedung) dan atan
pelavanan di UGD beserta jumlab klaimnya.
(2) Pelaysman tindsbm medik melampircan
8 Folokopi kartu Jamkesmas dan KTPKSK/Domigili/dentitas lainnya;
b. Bukti pelayanan tindakan medik:
c. Rekapitulasi pelayanan tindakan medik beserta jumlgh klaimmya,
{3) Pelayanan rawat inap tingkat pertama (RITP) dan atan Pelayansn 1 (sstu) hari
(ome diyy care) dengan melampirkan :
a4 Fowkopi kartn Jamkesmas dan KTP/KSK/DomisilifIdentitas Lainaya:
b. Bukili pelayanan rawat inap;
¢. Rekapitulasi pelayanan rawat insp beserta jumlak klaimaya.
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(4) Pelayanan pengobatan luar gedung demgan melalui Puskesmas Keliling/Motor
Keliling dengan melampirkan:
8. Surat tugas dari Kepala Puskesmas,
b. Noia BBM atau kwitansi pemibelian BBM.
c. Hasil kegintan Puskesmas Keliling/Motor Keliling,
(5) Pelayanan tranportasi rajukan, dengan melampirkan:
Sural tugas dari kepala Puskesmas.
Bukti pelayanan ambulan.
Nota BBM,
SPPD.
Fotokopi kertn Jamkesmas dan KTP/KSK/Domisili/Tdentitas lainnya,
Fotokopi formulir njukan.
Rekapitulasi pelayanan rujukan beserta jumish klaimnya,

mmppe R

Bapian Kedos

Fersayarstan Klaim Pelayanan Jantinsn Persalinen di Paskeamas dan
Jaringanmyn serta fasilitas kesehatan Inin yang menilils kerjasama

Pasal 10

(1) Pelayanan pemeviksaan  kechamilan/Ante Natal Care (ANC), dengan
melampirkan:
g Folokopi KTP/KSK/karto Jamkesimas/Tamkesds yang masih berlaku;
b. Fotokopi pelayanan ANC di buku KIA:
¢. Rekapitulasi klaim pelayanan ANC.
{2) Pelayanan pertolongen persalinan normal, dengan melampirkan:
8. Folokopi KTP/KSK/karta Jambesmas/Jmmkesda vang masih berlak:
b. Bukti pertolongan persalinan;
c. Bulai kelahiran;
d. Partograf;
6. Rekapitulasi klaim pelayanan persalinan.
(3) Pelayanan pertolongen persalinan dengan risike tinggi/petryulit di Puskesmass
PONED dengan melampircan:
a. Potokopi KTP/KSK/iauriu Jamkesmas/Jamkesda yang masih berlalky;
b. Bukii pelayansn perselinan besorta tindakan PONED vang diberikan oleh
tim PONED;
¢. Bukti kelahiran;
d. Partograf
¢. Biia kasusnya rujukan hares disertai dengan formulir rojukan dari bidan;
dan
f. Rekapitulasi kiaim pelsyanan persalinan dengan risiko tinggi/penyulit.
(4) Pelayanan nifas (pasca persalinan) dengan melampirkan:
8. Fotokopt KTF/KSK/kart Jamkesmas/Tamkesda yang masih berlaku;
b. Fotokopi pelayenan nifas di buku KIA: dan
¢. Kwitansi klaim pelayansn nifas.
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Bagian Ketiga
Persyaratan Klaim pelayansu BOK di Puskesmoas dan Jarimgannya
Pasal 11

Persyaretan klaim BOK Ji Puskesmas dan Jeringannya, dengan mebampirkan ¢

. Surat Pemyataan Tanggungjawab Belanja (SPTBY,

b. Bukii pembayaren pajak {bila ada kegiatan yang kena pajak};

Falctur pajak (bila ada kegiatan yang peru faktur pajak);

Kemngka Acuan Kerja bagi kegiaten yang bersifat rapst/pertemuan/seienisnya;
Surat Tanggungjawabh Mirlak dari Kepala Puskesmas; dan

Bukti-bukti pelayanan dari jenis kegiaten yang dilakukan beserta laporan hasil
kegiatan,

M . 0

Bagian Keempat
Mekawisme Kinim Peisysnan Jamkesmas, Jampersai dan BOK

Pazal 12

{1) Kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya yang terdiri dari
pelayanan keschatan dasar (Jamkesmas) dan pelayanan fampersal diklaimkan
kepada Dinas Kesehaian vang sebelumnnya telah dilakukan verifikasi oleh Tim
Pengelola Jamkesmas dam BOK Kabupaten, untuk selanjutnya akan dibayerkan
ke Puskesmas sesuai dengan hasil verifikasi yang layak bayar.

(2) Pelayanan BOK di Puskesmae dan jaringannys, dana dibayarkan dimuks sesuai
dengan Plan (f Action (POA) yang divsulkan dan disetujui delam format SPTR
beseria lampitannya, untuk selanjutnya Poskesmas mengirimkan surat
pertanggungjawaban kegiatan yamg ielah dilakukan kepada Dites Keschatan
untuk  dilaknkan verifikesi oleh Tim pengelola Jamkesmas dan BOK
Kabtmpaten,

(3) Batas wakiu pengajum kixim pelayanan scbagaimana dimaksgd pada ayat (1)
dan ayat (2} diatas paling lama 1 (satu} bulan setelah pelayanan.

(4) Jumiah berkss yang disjukan untuk klaim pelavanan scbegaimana dimaksud
pada pasal ayat (1} dan (2) diatas sebanyak { (satu) lembar.

BAB VIl
ALOKAST DAN PEMANFAATAN DANA HASIL KLAIM

Bagian Kesatu
Alekasi dana Jambesmps, Fampersal den BOK
Pasnl 13

(1) Kegiatan Jamkesmas dan Jampersal didanai oleh Pemerintzh Pusat melals
Kementerian Kesehatan yang merupakan dana belanja bamtsan sosial kepnda
Pemenintah Daerah yang diperuntukkan untuk pelayansn kesehatan peserta
Jmnkcmdmpelamanpersa]iuanhagiselMibuhmnﬂfbersalinyang
meminrtuhkan,

(2 Besaran siokasi dana Jamkesnas, Jampersal dan BOK unfuk tiap Puskesmas
dan jaringannya ditetapkan dengan Kepubzsan Kepala Dinss Keschatan dengan
nilai besaran setiap Puskesmns memperhatikan situasi dan kondisi,



13

Bagian Kedua
Penanfastan dang haxl kisim program Jamkesmas dam Jampersal

Pasal 14

(1) Dana hasi] klaim pelayanap Jamkesmas di Puskesmas dan jeringannya selain
pelayanan trensport ryjuken harus disetor secara bruto dan tercatal di Kas
Umum Dserah sebapgai pendapatan puskesmss melalui Dinag Kesehatan,
sclanjutnyas dans tersebut dikembalikan ke Puskesmas melalui mekanisme
keuangan daerah.

(2) Alokasi Dana yang iclah menjadi pendapaten Puskesmas sebagaimena ayat (1)
dipenaitukkarr wnitik:

[ Retribusi
: Jasa Jasa Akomodasi | pendapatan
No | Jeaid Pelayanan Minimal | S Pasi —
yang sah
1. | Pelayanan Rawat | 50% 25% 25%
Jalan
2. | Pelayanan 50 %% 25% 5%
Tindakan Medik
3. | Pelayanan Rawai 50% 5% 15 %
Tnap  termasuk
pelayanan ot
day care
4. | Pelayanan 50 % 25% 25 %
K esehatan
Penunjang
5. | Pelayanan Pemanfaatan dananya sesust dengan yang
Spesialistik tercantum dalam perjanjian kerjasamanya

{3) Dana hasil kiaim Jamkesmeas dari kegiatan pelayansn rujukan gawal darurad dan
non gawat darurat dapat di pergunakan secara langsung oleh Puskesinas acbegai
dana operasional kegiatan tersebut sehingga tidak perly disetor ke Kas Umum
Daereh.

{4) Dana haszil klzsim peleyanpan dalam program Jampersal di Puskesmas den
Jaringennya hares disetor secora bruto ke Kas Umum Daerah melslai Dinas
Keschatan sebapgai penerimaan daerah. selanjutnys dena tercebut dikemmbalikan
ke Puskesmas melalvi mekenisme kenangn daerah. Ditertokan sebagad bertlot :
8. 73% (mjuh puluh lima persen) unmik Jasa pelayanan minimal schesar
b. 10% (sepuluh persen) umtuk Jasa sarana schesar
€. 15% (limg belas persen) ik Akomodasi pesien sebesar

{5 Dane hasil Kleim peleyanan Jampersal bagi pemberi pelavanan kesebatan (PPK)
gwasta (dokter prakiik swasta, hidsn praktik swasta, klinik bersalin, dlI) yang
menjalin petjanjian kerjasmne dengsn Tmn Pengelola Jamkesmas dan BOK
Kabupaten, maks sepeaubnys menjedi pendapatan PPK teracbut dan tidak periu
digher pemenfaatan dananya.
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BABIX
PFELATORAN JAMKESMAS, JAMPERSAL DAN BOK
Bagian Kesain
Pelaporam Pelayawsn Jamkesmas dan Jampersal

Fasal 15

(1) Laporan pelaysnen kesehatsn dalam program Jamkesmns don Jampersal di
Puskesmas dan Janngaomya harus dikiim kepads Dines Kesehatan paling
lambet tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya yang terdiei dari :

& Yorm Pengisian PPE-IA tentang pelaporen kepesertaan, pelayanan dan
pendenaan,

b, Form PPE-IB fentang laporan 10 {sepubuh) besar pemyakit rawal jalsn dan
Tawal ins;

¢. Fonn PPK-IC tenteng laporan asal dan jeniz penanganan keluhan
masyarakat di Puskesmas.

(2) Pelugas pengelola propram Jarnkesmas dan Jammpersal di Puskeamas hams
mencatat segala penggmasn dena hasil klam dalam buko kas unai sevta
memnbuat laporan realisasi dama setiap bulan.

Bagian Kedus
Pelaporan BOK Ji Paskesmen dan Jaringannya

Pagal 16

{1) Laporan realisasi penyerapan dana BOK di Puskesmas don Jaringannya harus
dibuat setiap bulan dan dikirimkan ke Dinas Kesehatan paling lambal tangpal §
{lima) pada bulan berikutnya.

(2) Petugas pengelola kevangan BOK di Puskesmas dan Jaringannya harus
mencatat setiap trakspksi keusngan BOK dalam buku kas tunai sasuai dengan
ketentuan yang bertaloa

BABR X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Panal 17

{1} Kepela Diinas Keschaton secbayw pemanggungjawab pelaksann perabinasn,
pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program Jamkesmas,
Jampersal dzn BOK di Kabupaten Situbondo.

(2} Secara  teknis pelaksansan pembinaan, pengawasan dan  pemneriksaan
schagaimana dimaksod pada ayat {1} di atas dilekukan cigh Tim Pengelola
Jamkesmas, Jampersal dan BOK Eabupaten dan dilaporkan secara berkala
kepada Bupati,
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BAB XTI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjin mengenai teknis pelaksanasnnya diatur dengan Kepiusan
Kepala Dinas Kesehatan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggat diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinys, memerimahkan pengundengan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannys dalam Berita Daerah Kabupaten Sitvbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal [} | anp 7044
BUPATI STTUBONDO,

H. DADANG WIGIARTO, S.H

Pembina Utama Muda
NIP. 19541000 197603 1 €10

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2611 NOMOR <10




